Menimbang

Mengingat

Menetapkan :

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :469/KMK.017/1995

TENTANG

PENDIRIAN DAN PEMBINAAN USAHA MODAL VENTURA

—

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Bahwa dalam rangka untuk mendukung kegiatan dunia usaha
yang makin berkembang pesat, maka kemampuan dan kualitas
pengelolaan lembaga pembiayaan perlu lebih ditingkatkan
sehingga keberadaan lembaga pembiayaan bersama-sama
dengan lembaga keuangan lainnya dapat menunjang pening-
katan efisiensi kegiatan perekonomian nasioanal secara sehat;

bahwa berhubung dengan itu, perlu menetapkan ketentuan

mengenai pendirian'dan pembinaan usaha modal ventura
dengan Keputusan Menteri Keuangan;

. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga

Pembiayaan;

. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan

Kabinet Pembangunan VI,

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988
tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata cara
Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, juncto Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 468 /KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober 1995

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENDIRIAN DAN PEMBINAAN USAHA MODAL
VENTURA



Pasal 1

Jumlah modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib Perusahaaun
Modal Ventura ditetapkan sebagai berikut :

(a) Perusahaan Swasta Nasional sekurang-kurangnya sebesar Rp
3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);
(b) Perusahaans Patungan sekurang-kurangnya sebesar Rp 10.000.000.000
(sepuluh milyar rupiah);
(c) Koperasi sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000 (tiga milyar
rupiah).
Pasal 2

Untuk mcmperoleli Izin usahsi scbagainiaiia dimaksud datum
Pasal 10 ayat %L Keputusan Megnterl Keuangan Nomor
1251/KMK.013/1988 tauggal 20 Deseinber 1988 teniaug Keten-
tuan dan Tata cara Pelaksanaan Leinbaga Pembiayaaii sebagni-
mana telah diubali terakhir dengan Kcputusnn Meaaferi
Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober 1995,
Perusaliaan Modal Ventura mengajukaii permohonan kepuda
Menterl, dengan melatnpirkan :

Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini
dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 1999

Menteri Keuangan

Bambang Subianto



